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PERATURAN D.AERAH KA.BUPATEN MUARA ENIM 

r ' NOMOR 13 TAHUN 2008 

• 
TENTANG 

,PEMBENTUKAN PRGANl~ASI DA~ TATA KE~JA 
SEKRETARIAT DEWAN PERW~.KILAN RAKYAT DAERAH 

KABU:PATEN MUARA e!NIM 

Menimbang 

Men9ingat 

. I 

\ 

DEN GAN HAHMAT TUI{AN YANh MAHA ~SA 

BUl~ft.TI MUl~RA ENI~ • 
1; i,. 

a. bahwa d~mg~n telah dit).;tapkanny~ Peraturan P~merintah Nomor 
41 Tahun 2007 tentang Pedomarl Org~nisasi Perangkat Oaerah 
se_bagai pel$ksanc1an /dari Pasa{ 128 ayat ( 1) dan ayat (2) 
Undani~-Und~r.g Noma\- 32 Tahu·11 2004 tentang Pemerintahan 
daerah, ma~a dipand~mg pe,·lu ~ untuk menata kembali dan 
melakukan penynsuaian terhadap Organisasi den Tata Kerja 
Sekretnriut Dewar, Perwakilafl Rakyat Daerah Kabupaten Muara 
Enim yang diatur oan ditetapkan d~:mgan Peratu~an Daerah. 

b. bahwa terhada~, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan 
Organi:sa.si Peran;;ikat Oaerah Kabupaten Muara Enirr\ telah 
m1:::ndapatkan f asilitasi rlari Gubernur Sumatera Se Iatan melalui 
surat Gubernur nomor : 1 ElS.342/2623/X/2008 tanggal 21 
Agustus 2008, sebagcii pelaksana~n dan tindak lanju-l ketentuan 
pasal 38 dan 39 Pe:-aturan Petneri i,tah Namer 41 tahun 2007; 

c. bahwa t,,3rdasarkan pertimbar"lgan sebagaimana dimaksud huruf 
a dan b di atas, perlu diatur dan ditstapkan dengan Peraturan 
Daerat-1. 

1. Undan,;i-.1.Jridang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingka~ II dan KotJpraja di Sumatera Selatan ( Lembaran 
Negara H0publik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 
Lembamn Negara Repuolik Indonesia Nomor 1821 ) : 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tal1un 2004 tentang Pemerintahan 
Oaerah : Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan l.embaran . Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437 ) s~bag5irnana telah beberapa kali diubat-1 terakhir 
dengEn Undang:-Undang Nomor 12. Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Hepublik Indonesia TahLn 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembamn Negara Republik Indonesia NOrt'tC?>r 4844); 

3. Uridan,g-Undang Nomor 1 O Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negar~ Republik 
lndon0si;:J Tahun 2004 Nomor ri3, Tambahan Lembaran Negara 
Republi,< Indonesia Nornor 4389 1 ; 



I I 

- '2 -

• 
4. Peraturan Pemerin·iah Repubiik lr'ldonesia Nomor 38 Tahun 2007 

terItang Pembagicm Urusan Rerrerintahan antara Pemerintah, 
Pem'3rintah Daerah Provinsi dan Pemerir'ltah Daerah Kabupaten 
/ Kota ( Lembaran Negara . Republik lr'ldonesia Tahun 2007 
Nomor B:2, TambF,han Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

5. Peraturan Pemerir,tah ~epublik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Ler'r'lbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, larnbahan Lembaran 
Negara Hepublil< Indonesia Nornor 47 41 ) ; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
PetunJuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 

Demgan Persetujuan eJrsama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D.A.ERAH KABUPATEN MUARA ENIM 

Menetapkan 

,. __ 
UQII 

BUPATI MUARA E~IM 

•; 

PERATURJl.l~ DA~RAH ;JENTANG PEM81'=NiUKAN 
ORGA.NISASI DAN TATA KEHJA SEKRETARIAY 0EWAN 
PERWAtCILAN RAKYAt DAERA~'.1 KABUPAT~N MUARA E:NIM 

. 
BAB~ J 

1 

t<ETENTU,~N UMUM . ; 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan: 
) 

1. Daerah adalah Kab:..ipaten Mu~ra Enim. 

2. PE)merintah Daerah adalah Pamerintah Kabupaten Muar~ Enim. 

3. Bupati adalah 8..Jµnti Muara Enim. 

4. Dewan Pervvakilan Rr:lkyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adaiah Dewan Pervvakiian Rakyat Daerah Kabupaten 
Muara Enim. 

5. Sekretaris Daeral1 adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara 
Enim • 

6 . Sekretaris Dewari Pervvakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Sekretar:s DPRD adalah Sekretaris Dewan ~ervvakilan 
Rakyat Daerah Kc:oupaten Muara Eriim. 

7. Sek1·etariat Dev✓zn Perwakilan Raky~t Daerah yang selanjutnya 
disin~kat Se!<r et.ariat DPRD adalah Sekretariat Dewan 
Pervvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim. 

8. ~(elompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok tugas atau 
kegiatan yang sosuai deng2n kear.lian dan kebutuhan ~alam 
rangkci rnendukung kEilanceran tuges Pertrerintanan. 

9. Eselon c1dalah tingkatan jabatan struktural 

BAB 11 .... .... ...... .. 
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BABU 

PEMBENTUl<AN 

Pasal 2 : 

Dengan Peraturan Daernh ini di bentuk Organisasi dan Tatl:i Ke~a 
Sekretariat OPRD Kabupaten Muara i:riim. 

: BAB III : 

KEDUDUKAN, TfJGAS POt{OK DAN FUNGSI 

Pasal 3 
; 

(1) Se")<retariat OPRD ada:lah unsur ; po lay a nan yang rT'lembantu 
DPRD dalarn menyelen{19arakan tG1gas dan kewenangannya . ., 

(2) Sekretariat DPRD cipimJ'.)ih oleh se}orang Sekretaris yang secara 
teknis oper~ional ber;ada di biiwah dan t}&rtanggungjawab 
kepada F impinan DP Rb dan sedara administratif bertanggung 
jawab kepad,a Bupati mi~lalui Sekrrlitaris Oaerah. 

• Pasal 4. 

Sekretariat Df;RD me:mpunyai ~ Tugas menyelenggarakari 
administrasi ke:sekretariatan, aamini$trasi keuangan, mendukung 
µelaksan3an tu~as dan fungsi DF'HD dan menyediakan serta 
111e1gkoordinm;iKan tenaga! ahli yang ~diperlukan 61eh DPRD sesual 
de:ngar1 kemamp

1
uan keuangan daeral\ 

Pasal5 

Untuk rnenyellenggarakan ·tugas sebagaimana dimaksud pada p~sal 
4 SeKretariRt DPRD rr1empunyai Fungsi : 

a. Penyeler'lgf1araan admin:strasi kesekretariatan DPRD; 

b. Pe1;yelerigf1araan administrasi keuangan OPf:{O; 

c. Men) 1eleng~~arakar'l rapat-rapat Df:>RD; 

d. Penyedi:3an dan rnengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan 
oleh DPRD; 

BAB IV 

SU8UNAN ORGANISASI 

Pasal6 

( 1) Susunan organisasi ~;ekretariat DPRD terdiri dari : 

a. Sekretaris DPRD; 

b. Bagian l~apat, Ri.=.alah dan Produk Hukum, mer'T'lt')awahi: 
1 Sub Bagia,1 Ra;:,at; 
2. Sub Bagian R:salah; 
3. Sub Bagian Prociuk Hukum. 

c. Bagian .... .......... .. 
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c. Bagian Keua11gan, Perenc~naan dan Aset, mernbawahi : 
1. Sub Bagian PHE.ncanaan dan Anggarar'l; 
2. Sub Bagian AkL•ntansi; 
3. Sub Bagian As.et. 

d. Bagian Umurr,. membawahi ~ 
1. Sub Bagian Tata Usaha c;lan Kepegawaian; 
2 . Sub 8agian Humas dan Rrotokol ; 
3 Sub Bagian Rwmah Tangga dan Perbokalan. 

e. Kelo:npok Jabatar1 Fungsional. 

(2) Bagan st:uktur org~nisasi $ekretariat DP~D sebagaimat,a 
terr..2nturn · dalam Larnoiran, misrupakan sebagai bagian yahg 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

BJ\lfV 
·' • 

~ I 
JAEAiAN FU!\JGSIONAL 

J, 

Pasai7 

( 1 ). Kelompok :Jabatan r-Lngsional rnempunyai tugas r'nelaksanakan 
sebagian t1Jgas Pem~rintah Da~rah sesuai dengan keahlian dan 
kebutuharf, '. · 

~ ~ 
(2). Kelompok : Jabat.an iFungsion~I terdiri dari sejurnlah temiga 

fungsional ; yrmg diatur dan cJi{etapkan berdasarkan peraturan 
perundang-undangari. 

(3). KelompOk Jabatr.in t-=ungsional dipim~in oleh seorang tenaga 
fungsional senior yar.g ditunjuk. :· 

,:, 

( 4 ). Jutnlah tehaga funo ;ional dit
1
~ntukan berdasarkan kebututian 

dan beban keqa. 

(5). Jenis dan jenja11g jnbatan fungsiohal diatas diatur berdasarkan 
peraturan perundar.g-uncian9an. 

(6). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan 
peraturan perundang-undan9an. 

BAB VI 

TATA KERJA 

Pasal 8 

(1) Sekretaris DPRD memimpin dan bertanggungjawab atas tugas 
dan fungsi organ!sasi perangkat Daerah yang dipimpinnya ; 

(2) Dalam rnelaksanaKan tugas seticip pirnpinan satuan organisasi 
dan kelornpok ~abatan fungsional di Lingkur'lgan Sekretariat 
DPRD waj;b ·meneropkan prinsip koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi da1-'1 · simplikasi bail<. dalam lingkungan Masing­
masing maupun antar satuan organisasi di lingkun9an 
pemerinta~, daerah se1ta dengan instansi lain di ''-•r pemerintah 
daerah sn:suai drmgan tugas masing-masing ; 

(3) Setiap .. .... ...... .... .. .. .. 
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(3) Setiap pirnpinan ~:atuan orgahisasi di lingkungan Sekretariat 
DPRD bertanggungjawab mer.nimpin dan rnengkoordinasikan 
bawahan : masing-masing dart memberikan birtibingan serta 
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya serta mengambil 
lan9kah-lar'lgkah sosuai Peratl~ran Perundang-Undangan y~ng 
berlaku bila terjadi r:•enyimpangtm dalam pelaksanaan tugas dar'I 
fungsi bai-'ahanr1ya; ; :-

( 4) Set.iap pio1pinan sntuan organisasi di Lingkungan Sekretariat 
DPRD wajib mengik~iti dan mematuhi petunjuk dan bertangg4ng 
jawab kepada atasan masing-inasing dan rtienyiapkan lapor'an 
secara be:jenjang. 

J i { : 

(5) Setiap laporan diterima oleh pirnpinan s~tuan organisasi dari 
bawahanriya wajib ;diolah daf, dipergunakar'l sebagai barian 
untuk mE~~yusun lap6ran lebih lahjut untuk mernberikan petunjuk 
kepada bawahan 

BAB VII 

ESELO~ilSASI 

Pasal 9 

Dengan F'eratLiran Oaer::Jh ini ditetapkan : 

( . f· 
1. Eselon Se!kretaris Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah adalah 

eselon II.ti ; 

2. Eselon Ke;pala Bagia:n adalah lfa.a ; 
. I 

3. Eselon kepala Sub Bagian adalah IV.a. 

.. 

BAB VIII 

PENUTUP 

Pasa-I10 

Penjabaran tLI1~as pokok dan fungsi Sekretariat DPRD serta hal-hal 
yang belurn diatur dalam PeraL1ran Oaerah ini sP-panjang mengenai 
pelaksanac:.nnya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 

Pasal 11 

• Dengan berlakunya Pera•uran O3erah ini, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Muara Er,im Nomor 22 Tahun 2000 tentang 
Pemcer1tukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Er"lim (Lembaran 
Daerah K[lbupatE!n MuRra Enim Tahun 2000 Nomor 35), dinyatakan 
tidak berlaku. 

Peraturan ... .... ... .. ... .. 
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Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tc:1nggal diundangkan. 

Agar setiap . or~ng rt1engetahuinya, ,mE.merintahkan rengundangan 
· Peraturan Daerah ini dengan portempatar"lnyc: dalam Lembaran 
Daerah Kabupateri Muara Enim. · 

.. 

Diundangkan di Muara Enim 

pad a tan~~~ 2 9 A gust\z ~~:008 • 

._.,."'- ~ _RAH 
«-' BU A ENIM ,, 

c. f: \<-'?.'c.-1 --: ' 

- _, Q/:>. 'c.t' -~~ . 

~ 

. B MAHARIS 
~· 

\ ---

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2008 NOMOR ~3 Seri D 



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN ' 
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATi::N MUARA ENIM 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

• 

BAG/AN 
KEUANGAN,PERENGAiVAAN 

DANASET 

SLJBB4GiAN 
PERENCANMN DAN 

ANGGARAN 

SUE; eAGIAN • 
AKUNT/WSI 

SUBBAGIAN 
ASET 

B .l.GI.A,'i 
RAF.!:: =!S.~~ .!~~ DAN 

p::::,-)).K . .;_ ._1__!\I 

-------
SUB BAG/AN 

:;:SALAH 

J 

f>IRAN . , 
PERATURAN DAERAH KA6UPATEN MUARA ENIM 
NOMOR 13 TAHUN 2008 
TANGGAL 5- Agustus 200A 

BAG/AN 
UMUM 

SUB8AGtAH 
TATA USA.YA DAN 

KEPEGAWAIAH 

~ ~ue BAG!.1t,·: 
HUMAS DAN PRCTOKOL 

SUBBAGIAN 
RUMAH TANGGA DAN 

PERBEKALAN 

t 

\ 

• 


